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ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang belum terimplementasikan secara efektif tentang Kebijakan Surat Keputusan Bersama tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus tentang Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 tahun 2008), sehingga mengancam situasi kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sub fokus masalah dalam penelitian ini terletak pada upaya penerapan pendekatan content of policy dan context of implementation dalam dimensi implementasi kebijakan SKB Nomor 3 tahun 2008 tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan yang mendasarkan pada  pernyataan masalah yang diungkapkan selama penelitian ini, untuk kemudian dikembangkan. 
Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif,  bersifat mendalam, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, menekankan pada pengembangan apresiasi dan motivasi apa yang dilakukan orang, unit-unit atau organisasi dengan asumsi untuk memahami perilaku manusia, memahami objek yang diteliti, menarik makna dari ide-ide, sikap dan motif yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan pendekatan metode studi kasus.
Hasil penelitian, tentang SKB Nomor 3 tahun 2008 menyangkut kerukunan Beragama di Kabupeten Kuningan  telah menemukan penguatan  terhadap implementasi kebijakan dan pengembangan teori dari Grindle (1980) yaitu  bahwa  Implementasi kebijakan SKB Nomor 3 tahun 2008  akan berjalan efektif apabila pada dimensi  content of policy memuat: (1) Isi dari SKB Tiga Nomor 3 tahun 2008 tidak  multi tafsir,  (2) Adanya rasa keadilan (3) Pemerintah tidak bersikap ambigu/ragu dalam menentukan status Ahmadiyah, sedangkan dari Context of implementation,  telah dikembangkan bahwa SKB Nomor 3 tahun 008 akan berjalan efektif apabila: (1) Konsisten dalam penegakan hukum (2) adanya pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten  serta (3) harmonisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten

ABSTRACT
The problem in this research, which is about has not been implemented effectively on policy Joint Decree on Religious Harmony in Kuningan District (Case Study of Law No. 3 of 2008, No. KEP-033 / A / JA / 6/2008, No. : 199 in 2008), thus threatening situation conducive to the life of society, nation and state.

Sub focal point of this research lies in an effort to implement the content of the policy approach and implementation in the context of the implementation of the policy dimensions of SKB No. 3 of 2008 on Religious Harmony in Kuningan regency basing on the problem statement expressed during this study, to later be developed.

The method used, ie descriptive qualitative methods are in-depth, in the form of words written or spoken of people and observed behavior, emphasis on the development of appreciation and motivation of what people do, units or organizations with the assumption to understand the behavior humans, understand the object under study, to derive meaning from the ideas, attitudes and motives related to the focus of research and researchers into an instrument or tool of this study is the researchers themselves to approach the case study method.

The results of the study, about SKB No. 3 of 2008 concerning the harmony of religion in the district, Kuningan have found the strengthening of policy implementation and development of the theory of Grindle (1980), namely that the policy implementation decree No. 3 of 2008 would be effective if the dimensions of the content of the policy include: ( 1) the contents of SKB Three Number 3 of 2008 is not multi interpretation, (2) existence of a sense of justice (3) the Government is not ambiguous / hesitate in determining the status of Ahmadis, while from the context of implementation, has been developed that decree No. 3 of 008 will run effective if: (1) Consistent law enforcement (2) the existence of a clear division of tasks between the central, provincial and district as well as (3) the harmonization and coordination between the central, provincial and district
Keywords: The implementation of the Joint Decree on Religious Harmony in Kuningan District.

1.
Latar Belakang Penelitian
Undang-Undang Dasar 1945  pasal 29 ayat 2 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut  agamanya dan kepercayaannya itu”. Muatan kebebasan  beragama dan berkeyakinan ini menjadi satu-satunya hak asasi manusia yang tegas dan diatur  di dalam  UUD 1945, yang berbeda dengan keberadaan hak asasi lainnya. Pernyataan  jaminan tersebut, mengindikasikan bahwa negara memiliki kepentinngan yang wajib untuk dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan . pemaknaan terhadap pengaturan kebebasan beragama di Indonesia memberikan dampak yuridis  bagi lahirnya peraturan perundang undangan.

Menjalankan kebebasan beragama seperti yang dimaksud pasal 29 ayat 2, maka secara tegas pasal 28  J ayat 2 menyatakan sebagai berikut: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Perundang-undangan dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyasarakat demokratis.

Pengaturan, pemeliharaan, penataan kerukunan umat, stabilitas lingkungan melalui kebijakan pemerintah dalam upaya membangun masyarakat yang harmonis dalam suasana yang demokratis, maka  kebijakan pemerintah yang tepat, efekttif mutlak di butuhkan.  Disamping itu, pemerintah harus tetap memberikan ruang  yang cukup bagi tumbuh suburnya sikap pluralisme dalam kehidupan sosial masyarakat dengan selalu membangun komitmen keberagamaan dalam batas yang diatur dalam perundangan-undangan. Sehingga kita dapat membedakan mana sikap toleran, dan mana sikap intoleran, mana perbedaan dan mana penyimpanngan.

Masyarakat  Kuningan  sangat  dinamis, dengan dinamika fenomena permasalahan  sosial kemasyarakatan yang up to date , yaitu sebagian masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten kuningan yang menganut aliran keagamaan dalam wadah keyakinan “Ahmadiah”, disampaing terdapat berbagai aliran keagamaan lainnya.

Sistem sosial masyarakat Kabupaten kuningan yang berkaitan dengan keyakinan maupun aliran seperti Penganut Anggota dan/atau Anggota Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat Daerah Kabupaten Kuningan. Dalam perspektif agama tentunya harus lebih diperhatikan oleh pemerintah melalui kebijakan publik yang populis dan adaptif dengan lingkungannya, sehingga dalam tataran implementasi kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan aliran tersebut akan terintegrasi dengan lingkungan masyarakatnya. Sebaliknya, apabila kebijakan tidak populis dan tidak adaptif dengan lingkungan masyarakatnya, maka akan terjadi kontraproduktif seperti halnya terjadi di Kuningan maka kondisi seperti ini mendorong munculnya perlawanan dari masyarakat hingga instabilitas dalam lingkungan sosial. 
 Moh. Sulhan (2008) menyatakan  bahwa telah terjadi kekerasan  atas nama agama yang dianut oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas yang terjadi kepada penganut JAI di Manis Lor Kabupaten Kuningan, hal tersebut terjadi akibat perbedaan penafsiran terhadap keyakinan beragama.

Berdasarkan fenomena sosial yang diuraikan di atas diharapkan terwujudnya keadaan yang kondusif selaras denagan Visi Kabupaten Kuningan yaitu “AGAMIS, yaitu: “Nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religius” dan juga keselarasan dengan Misi, diantaranya: visi ke satu, yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan kesetaraan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis” dan visi yang ke lima, yaitu: “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah”. Nampaknya visi dan misi dimaksud dalam kenyataannya menghadapi berbagai kendala maupun ketidakselarasan antara idealisme organisasi melalui visi dan misi dengan senyatanya yang terjadi di lapangan (realitas). 

Fakta di lapangan menunjukkan,  persoalan kehidupan bermasyarakat yang belum kondusif  berkaitan dengan adanya masalah jamaah Ahmadiah mendorong pada instabilitas dalam sosial masyarakat kuningan. Michael Peterson (1996:63) mengungkapkan bahwa pada dasarnya  semua agama mengajarkan kebaikan dengan sistem yang beda beda,pemahaman keagamaan dalam menafsirkan agama seringkali disikapi dengnan saling curiga bahkan seringkali saling mengklaim bahwa yang tidak sejalan dipandang kafir.  

Wawancara di statsion TV swasta pasca insiden 2007 menyangkut penyerangan, penyegelan tempat-tempat ibadah Ahmadiah, Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, menyayangkan  adanya tindak kekerasan yang menimpa jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana   Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh sejumlah ormas Islam yang bertujuan menyegel masjid milik Ahmadiyah.   Ahmadiyah merupakan aliran yang ditolak oleh umat Islam, tetapi cara  seperti itu sangatlah tidak baik, masyarakat tidak boleh melakukan kekerasan kecuali negara melalui aparatnya. Hanya negara yang  berhak menghakimi atau memvonis. Ia meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap persoalan Ahmadiyah yang sudah bertahun-tahun ini tidak terselesaikan dengan baik  sehingga sewaktu-waktu bisa menimbulkan letupan di masyarakat.  Dalam kaitan tersebut dapat dipandang bahwa sikap negara belum tegas, dan ini merupakan urusan pemerintah. Namun sayangnya, persoalan ini bertumpu pada kebijakan yang belum nampak jelas dan tegas. Persoalan ini terus berkembang dengan fakta-fakta lain di lapangan, bahwa kondisi masyarakat belum merasa aman tinggal di daerahnya sendiri. Jemaah Ahmadiyah merasa terancam sedangkan umat Islam merasa agamanya di nodai.
Yusron Khalid  ( Depag  Kuningan) sekaligus sebagai anggota pakem (pengawasan aliran kepercayaan), pada 10 Maret 2008 menyatakan, “Perlu diketahui, dari 1.150.000 (Data BPS Kabupaten Kuningan 2015) penduduk Kabupaten Kuningan terdapat 6 agama dan penganut aliran kepercayaan. Dan dari data terakhir yang kami terima dari kantor urusan agama, terdapat 341 agama/kepercayaan, dan ini tidak pernah terjadi konflik, bahkan saling menghargai dan menghormati. Kami selama ini mengadakan pertemuan lintas agama dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada. Memang ada satu aliran keagamaan yang telah membuat resah masyarakat, dan menurut hemat kami harus diselesaikan dengan cerdas. Persoalannya, sekarang diambil alih oleh pusat”. 

Diskusi antara Komnas HAM (Moh. Subkhi) dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan  pada tanggal 28 Februari 2016, bahwa “Kuningan menjadi barometer dari kasus diskriminasi”. Dalam kasus Ahmadiyah, berimplikasi pada instabilitas dalam berkeyakinan maupun dalam kehidupan sosialnya terutama pada bidang pendidikan yang akan meciptakan generasi. Selain itu, telah keluar Perda tentang Ahmadiyah. Indikasi persoalan keyakinan ini di Kuningan, ada beberapa warga yang tidak mendapat hak-hak sipilnya, dalam hal pencatatan sipil. Misalnya dalam pencatatan perkawinan, yang berimplikasi kepada status dan pendidikan anak-anaknya.  Selain itu, berdasarkan perkembangan informasi di masyarakat dan komunikasi dan dokumen yang ditemukan  peneliti pada Januari 10 Maret 2008  telah diadakan  pertemuan antara LSM, Pemda Kuningan dan Pemda Provinsi Jawa Barat di Kuningan dengan beberapa warga dan dengan Abdul Syukur selaku Ketua Pengurus Paguyuban Ahmadiah diperoleh informasi adanya diskriminasi dalam pembuatan KTP, pencatatan nikah di catatan sipil, fasilitas pendidikan anak-anak, ada pekerjaan ketika dia ingin menjadi pegawai negeri, dan masih banyak lagi. Dan kenyataan tersebut masih terjadi hingga sekarang 2016 (Moh Sulhan dalam FGD, 3 Juni 2016).

Komitmen pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kebijakan publik yang non-diskriminatif menjadi persolan pula. Bahwa dalam pelaksanaannya, komitmen itu sangat tidak jelas. Melihat gambaran pelaksana kebijakan, terjadi problem implementasi kebijakan dan sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tentunya ini perlu mendalami aspek peraturan per-undang-undangan yang harus dikaji ulang, faktor politik, budaya. Informasi menurut Marzuki Wahid ( Depag Pusat) pada pertemuan bersama masyarakat Adat Cigugur dan sejumlah LSM/NGO, Komnas HAM dari Jakarta mengadakan pertemuan dengan Pemda Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyatakan, “Ini kasus menyangkut kesetaraan hak-hak warga negara. Terutama hak-hak kebebasan beragama dan bilamana Ahmadiyah dibekukan atau dikeluarkan dari Kuningan, itu bukan penyelesaian”. 
Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiah secara komprehensip dan berkeadilan. Namun demikian  pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator dari seluruh agama  dan  mensikapinya secara setara dan tidak melakukan diskriminasi.  Ahmadiyah atau aliran apa pun di Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan bebas mengeskpresikan agamanya. Termasuk juga aliran kepercayaan.   

Permasalahan Ahmadiah  jangan dianggap riak kecil, ini persoalan mendasar, karena menyangkut hubungan agama dan negara. Saya kira sebuah komitmen bisa dibaca kalau pemerintah membuat semacam peraturan daerah yang anti diskriminasi terhadap penganut agama dan kepercayaan.  Disamping itu, pernyataan dari Aman suryaman (Asda I) pada 10 Maret tahun 2008 menyatakan, “Sampai saat ini Kuningan dalam kondisi kondusif. Pertama, soal Ahmadiyah, saya jelaskan bahwa tidak pernah ada suatu peraturan daerah, yang melarang Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Yang ada adalah komitmen bersama antara pimpinan daerah, dalam hal ini muspida, dengan stake holder dalam menyikapi masalah ini. Mengapa muncul demikian dan melahirkan keputusan bersama? Karena dari aspek sosial, bila ini dibiarkan, akan cenderung anarkhis. 
Kewenangan Bupati dan seluruh jajaran Muspida, harus melakukan upaya preventif sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 pasal 7, salah satu kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah adalah agama. Kewenangan di tingkat pusat, Presidenlah yang berhak membubarkan Ahmadiah. 
 Landasan kebijakan yang berkaitan dengan Ahmadiah berpijak pada Keputusan Bersama Menag,  Mendagri dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota-anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008).

Kedua, Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Keempat, Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kelima, Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Keenam, Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi, yaitu Peraturan Gubernur No 12 tahun 2011 tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Pemda Kuningan menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penanganan Ahmadiyah juga mengacu pada keputusan pemerintah provinsi. Kebijakan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam langkah kerja konseptual pemerintah Kuningan. 

Ahmadiah Sejak munculnya terdapat dua pendapat yang kontoversial  dari  intern Ahmadiyah,   maka   secara   nyata  di  tahun  1914, terpecahlah aliran ini menjadi  dua  sekte. Pertama  adalah sekte  Ahmadiya Qadiani, yang dalam ajarannya mencela Muslim lain  sebagai  kafir,  dan  sekte  ini  berkeyakinan   bahwa kenabian  tetap  terbuka  sesudah  Rasulullah SAW. Sekte ini dipimpin  oleh  Basyiruddin  Mahmud  Ahmad. Kelompok ini berpandangan bahwa Mirza  Ghulam Ahmad tidak hanya sebagai Mujaddid (pembaharu) saja, tetapi  juga  sebagai  nabi  dan rasul  yang  harus  ditaati  dan dipatuhi seluruh ajarannya.
  Pernyataan R. Batuah sendiri bahwa jika  golongan  Ahmadiyah Lahore  memandang Mirza sebagai al-Masih dan al-Mahdi serta sebagai Mujaddid, maka sekte Qadiani memandangnya,  sebagai nabi   dan   rasul   yang   harus   didengar   dan   ditaati ajaran-ajarannya. Alasan yang mereka ajukan  adalah  bahwa orang  tidak  mempercayai  al-Masih  dan  al-Mahdi  (Mirza), berarti ia tidak mengikuti  seluruh  ajaran  al-Quran  serta tidak  mengindahkan pesan Nabi tentang kehadiran al-Mahdi di akhir zaman. Setelah Ahmadiyah menghadapi perpecahan yang  tidak  mungkin lagi  dihindarkan, akhirnya  gerakan Mahdiisme ini terpecah menjadi dua aliran dan tampaknya kedua sekte tersebut  sulit dipersatukan  kembali.  Akan tetapi kedua sekte ini, sangat aktif  dan  intensif  dalam usaha   mewujudkan   cita-cita kemahdiannya, terutama di kalangan masyarakat Kristen Barat. 
Pengikut  masing-masing   sekte   mendirikan   mesjid-mesjid sebagai  pusat  kegiatan,  menterjemahkan  al-Quran  berikut dengan komentar-komentarnya kedalam bahasa asing. Selain itu mereka  juga  menerbitkan  buku-buku tentang Islam. Golongan Lahore di bawah pimpinan Maulana Muhammad ‘Ali,  menerbitkan The  Religion  of  Islam, sedangkan golongan Qadiani dibawah pimpinan Basyiruddin  Mahmud,  menulis sebuah  uraian  yang diterjemahkan  kedalam bahasa Inggris dengan judul Ahmadiyah or  The  True  Islam,   terbit   tahun   1924,   dan dalam penerbitannya  yang  terakhir  disebut dengan; 8500 Precious Gems   from   World’s   Best    Literature    yang    berisi catatan-catatan  dari  literatur  lama  dan modern baik dari Islam maupun non-Islam. Demikian pula dimuat masalah-masalah agama  dan  moral. Dalam tahun 1947 komunitas Ahmadiyah yang berpusat  di  Qadian,  terpaksa  harus   memindahkan   pusat kegiatannya   ke  Rabwa  Pakistan,  sewaktu  timbul  masalah perbatasan antara Pakistan dengan India. 
MUI pusat telah mengeluarkan  pedoman bagi umat Islam Indonesia, pada tgl 6 November 2007 MUI dengan mengeluarkan 10 kriteria aliran atau paham yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Terdapat 10 Kriteria dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.
Paham-paham yang menyimpang sebagaimana disebutkan pada  kriteria diatas antara lain Islam Ahmadiyah, Syi’ah, Islam Jamaah (LDII). Kelompok Syiah dan LDII dewasa ini terus berkembang di Indonesia dan mulai unjuk gigi yang memicu beberapa keributan di tanah Air. Ahmadiyah mempercayai Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi sesudah nabi Muhammad. Syiah mengingkari rukun Iman dan merubah menjadi 5 rukun Iman, meragukan kebenaran Al Qur’an mushaf  Ustmani, mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada Imam yang 12, menghina dan menghujat para sahabat Nabi. Islam jamaah juga mengkafirkan orang yang diluar kelompok mereka. Mereka yang sudah memasuki dan mendalami ajaran sesat ini biasanya sulit untuk keluar dari lingkungan mereka. Umat Islam Indonesia perlu berhati hati agar tidak terjebak masuk kedalam kelompok aliran ini. Berpedomanlah pada kriteria yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kebijakan berawal dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dengan kata lain bahwa lahirnya suatu kebijakan berdasarkan atas masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Wahab (2002:64) mengemukakan bahwa : “Implementasi kebijakan adalah sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden)”. Pentingnya implementasi kebijakan publik yang efektif  bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berkaitan dengan persoalan Ahmadiah. Hal ini harus terus dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengarah pada upaya terciptanya masyarakat yang harmonis  dalam suasana penuh kekeluargaan. Suasana aman, tertib dan harmonis  merupakan modal dasar untuk bisa membangun. Dengan demikian, melalui tugas dan fungsi pemerintah daerah dituntut untuk mampu merespon berbagai perubahan dan tuntutan fenomena sosial masyarakat dengan membuat solusi yang tepat, sehingga diharapkan solusi yang di buat tidak bersifat sementara tapi harus bersifat komprehensip dengan menerapkan rasa keadilan bagi semua elemen masyarakat. Kebijakan yang menyangkut persoalan Ahmadiah harus diselesaikan dengan menggunakan parameter yang jelas, sehingga tidak ada sikap ambigu/ragu-ragu dan dapat memilahkan antara sikap toleran dan sikap penodaan agama karena kedua sikap tersebut sangat berbeda. 

Alasan yang cukup mendasar pemilihan lokus dalam penelitian ini adalah didasarkan kepada bahwa kebijakan tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota dan/atau Anggota-anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat dalam Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat  Daerah Kabupaten Kuningan. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang layak dikaji sesuai dengan disiplin ilmu peneliti yaitu Administrasi konsentrasi Administrasi Publik yeng bertalian dengan implementasi Kebijakan Publik.

Berdasarkan hasil penelitian awal (penjajagan)  terdapat  Indikator masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan Ahmadiah masih belum efektif. Atas dasar latar belakang penelitian dan indikator masalah terebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul : Kajian Kritis Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bersama tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus tentang SKB nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008).
1.2      Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ini adalah faktor content of policy yang meliputi: pihak kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat yang dapat diperoleh, jangkauan perubahan yang diharapkan, pelaksanaan pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang tersedia. dan context of implementation meliputi: kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, ciri kelembagaan dan rezim, kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang terdapat dalam teori implementasi kebijakan sebagai pemandu (guide) untuk mendalami penelitian yang dilakukan dengan sub fokus penelitian dengan merujuk pada faktor-faktor content of policy dan context of implementation. 

2.
Tinjauan Pustaka dan Hipotesis Kerja
2.1. Tinjauan Pustaka

Implementasi kebijakan memerlukan berbagai kegiatan operasional yang rinci (detail), melekat, dan terintegrasikan dalam kehidupan administrasi sehari-hari (every day administration life) sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakanmerupakan kegiatan yang bersifat kompleks (complicated)sekaligus kritis (critical). Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman oleh para pelaku/pelaksana kebijakan, terhadap kompleksitas pelaksanaan kebijakansehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan upaya sistematis dan terencana.

Kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetisi dan berwawasan pemberdayaan. Hal ini dinyatakan oleh Wahab dalam Putra (2001:80) sebagai berikut:

Implementasi suatu kebijakan publik biasanya terjadi interaksi antara lingkungan yang satu dengan yang lainnya melalui komunikasi dan saling pengertian dari para pelaku (aktor) yang terlibat. Kegagalan komunikasi biasanya terjadi karena pesan yang disampaikan tidak jelas, sehingga membingungkan penerima pesan. Kesalahan interpretasi menyebabkan perbedaan persepsi bahkan mempengaruhi pengertian masyarakat yang karena kebijakan.

Suksesnya suatu kebijakan dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai konsekuensi hasil daripada implementasi kebijakan. Pada sisi lain keberhasilan implementasi kebijakan bergantung kepada penempatan orang yang memiliki kemampuan serta penempatan orang yang memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut di atas menunjukkan implementasi suatu kebijakan akan berpengaruh terhadap optimalisasi hasil daripada kebijakan yang telah dirumuskan, dan hal tersebut dapat pula disejajarkan dengan proses konversi dalam mekanisme suatu sistem sehingga output yang dihasilkan akan sesuai dengan target yang hendak dicapai. Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2002 : 119) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :
Pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun  dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Dalam kaitan ini, Hogwood dan Gunn (2006 : 420) tentang model-model implementasi kebijaksanaan mengatakan : “Untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna  maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu”. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gagguan/kendala yang serius

2. Untuk Pelaksanaan Program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

3. Perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang andal

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.  

Menurut Grindle (2000 : 78), Proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Hal inilah yang merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Selanjutnya tahap-tahap dalam proses implementasi (variabel tergantung) diutarakan sebagai berikut : 

1.  Output-output  kebijaksanaan (keputusan-keputusan)  dari badan-badan pelaksana, 

2.
Kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan-keputusan tersebut,

3.
Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana, 

4.
Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut, 

5.
Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar ( atau upaya untuk  melaksanakan   perbaikan )  dalam  muatannya.

Berdasarkan konsep di atas dapat dijelaskan bahwa proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang melingkupinya. Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan faktor-faktor internal struktur birokrasi badan administratif yang bertanggung jawab pada program-program kebijakan tetapi tidak terlepas pula dari pengaruh faktor eksternal seperti lingkungsn sosial, ekonomi maupun politik. 
Melalui model kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle,  yang terdiri dari konten dan kontek kebijakan dengan dimensi-dimensinya, yaitu 

A. content of policy 

1) Pihak kepentingan yang mempengaruhi

2) Jenis manfaat yang dapat diperoleh

3) Jangkauan perubahan yang diharapkan

4) Pelaksanaan pengambilan keputusan

5) Pelaksanaan program

6) Sumber daya yang tersedia

B. context of implementation.
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

2) Ciri kelembagaan dan rezim

3) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Teori kebijakan dengan dimensi content of policy dan context of implementation dari Gindle tersebut oleh peneliti digunakan sebagai landasan teori untuk memecahkan masalah tentang Secara skematik kerangka pemikiran kajian ditunjukan dalam gambar berikut:
[image: image1.emf]Data 

collection 

Data 

reduction 

Data 

display 

Conclusions:drawing/

verifying 














Gambar.
Bagan Alur Kerangka Pemikiran Penelitian
2.2. Proposisi


Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka proposisi penelitian ini adalah: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bersama tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus tentang SKB nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008) di Kabupaten Kuningan belum efektif ditentukan oleh content of policy dan context of implementation.

2. Stategi implementasi kebijakan Surat Keputusan Bersama tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus tentang SKB nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008) di Kabupaten Kuningan agar dapat efektif  harus memperhatikan faktor internal dan eksternal.
3. Metodelogi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Burhan Bungin (2007:68) berpendapat bahwa: “Format deskriptif kualitatif dilakukan pada studi kasus dan memusatkan penelitian pada suatu unit tertentu sehingga memungkinkan penelitian bersifat mendalam terutama dalam pengumpulan data”. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2009:4), menyatakan bahwa “metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. 

Pendekatan teori dalam penelitian kualitatif ini, yaitu dengan pendekatan Studi Kasus. Berkaitan dengan studi kasus ini Meriam dan Yin dalam Creswell (2003:11) menyatakan, 

Studi Kasus, yaitu menggali kesatuan atau fenomena tunggal (Kasus) yang dibatasi waktu dan aktivitas (Kejadian, Program, Proses, Institusi atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedu pengumpulan data selama perioe waktu tertentu dan lama.

Kos dalam Creswel (2003:57) menyatakan,  Tujuan dalam penelitin ini (studi kasus) adalah “untuk meneliti faktor-faktor temasuk faktor-faktor efektif”. Lebih tegas Creswel (2003: 68) bahwa studi kasus, yaitu “mendalami proses”.
Boddan dan Bikien (1982), mengungkapkan bahwa studi kasus sebagai strategi penelitian merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau suatu orang subjek atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Sedangkan Surachmad (1982) membatasi studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara  intensif dan rinci. Razavieh dkk (1985) menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting. Studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan di pusatkan pada suatu lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar (komunitas), bukannya pada suatu organisasi tertentu sebagaimana studi kasus organisasi dan studi kasus  observasi.

Ciri-ciri penelitian studi kasus:

1. Penelitian kasus lebih spesifik dan mendalam yang berhubungan dengan proses penelitian;

2. Penelitian melalui prosses siklus yang ada dalam sampel secara keseluruhan, di mana besaran terbatas pada arti pengambilan sampel yangn cenderung ketat;

3. Penelitian kasus tidak untuk di generalisasi. Maksudnya, hasil penelitian kasus tidak dapat dipakai untuk kepentingnan generalisasi pada semua populasi.

Menurut Bondan dan Bikien (1982) Langkah-langkah penelitian studi kasus adalah sebagai berikut;

1. Pemilihan kasus.
2. Pengumpulan data

3. Analisis data

4. Perbaikan (refinement)

5. Penulisan laporan.
3.1
Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. 
      
Data yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu:

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan kunci dan data hasil pengamatan. 

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, arsip dan dokumentasi serta data lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.2
Jenis dan Sumber Data

       
Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, hasil diskusi terfokus (Focus Group Discusion/FGD) dan hasil pengamatan langsung. Sumber data primer atau bersumber pada Informan: Kepolisian, MUI Kepala Kejaksaan NegeriSatpol PP, Ketua Ormas Keagamaan. Key Informan: Bupati, Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Kuningan, Tim Penanganan Ahmadiah, Anggota pengurus Ahmadiah

Sumber data primer adalah pengamatan yang mendalam, hasil wawancara dan hasil Focus Discussion Group, meliputi Stake holder dan akademisi.

3.3
Teknik Pengumpulan Data
       
Data dan informasi diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi (pengamatan)

2) Interview (wawancara) 

3)   Studi Dokumen

4)  FGD (Focus Group Discusion)
3.4   Analisis Data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 246),  mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 
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Gambar: 3.2

Komponen dalam analisis data model interaktif
3.5 Validasi Data
            Peneliti dalam hal ini sebagai pengamat berpartisipasi aktif, karena peneliti terlibat langsung dalam kegiatan, mulai dari observasi sampai dengan memberikan kesimpulan atas hasil penelitian. Sugiyono (2013:241) mengemukakan bahwa triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan observasi partisipasi aktif, wawancara mendalam, studi dokumen dan sumber data. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
3.6 Strategi Analisis SWOT


Analisis SWOT membandingkan suatu faktor eksternal yaitu peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dengan faktor internal yaitu kekuatan (Stenghts) dan kelemahan (Weaknesses). Analisis SWOT dapat digambarkan ke dalam diagram yang memiliki 4 kuadran:

       Sumber : Rangkuti (1977:19)
Gambar: 
Diagram Analisis SWOT 

Kuadran 1: 
Kuadran Opportunities adalah faktor yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang atau kesempatan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atao organisasi. Strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan secara optimal peluang atau kekuatan ini untuk mencapai tujuan usaha.

Kuadran 2:  

Kuadran Strenght merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan ini biasanya berupa tersedianya tenga kerja yang memiliki kecakapan teknologi, sarana yang mutakhir serta sistem manajemen yang handal.

Kuadran 3: 
Kuadran Weakness yaitu faktor yang ada di  dalam perusahaan. Bilamana faktor ini tidak dikelola dengan baik agar menjadi minimal dapat menjadikan kelemahan organisasi atau perusahaan, terutama kelemahan dan hambatan dalam mencapai tujuan.

Kuadran 4: 
Kuadran Threats yaitu ancaman yang berasal dari luar. Ancaman ini bisa bisa berupa dukungan politik pemerintah, kebijakan dari parlemen, pesaing, perkembangan teknologi, kebutuhan pasar dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
4. Hasil Penelitian
Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi kebijakan SKB nomor 3 tahun 2008 tidak berjalan efektif dikarenakan berkaitan dengan faktor-faktor content of policy dan context of implementation, yaitu: Content of policy, yaitu sebagai berikut: 
Content of policy, yaitu 1) Pihak kepentingan yang mempengaruhi: Kepentingan yang tidak terpisahkan (interest affected), yaitu berkaitan dengan kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Namun  dampaknya, kebijakan itu menjadi multi tafsir dan cenderung tidak jelas sehingga pihak kepentingan belum sepenuhnya mendorong ke arah keberhasilan tujuan kebijakan. 2) Jenis Manfaat yang dapat diperoleh: kebijakan SKB telah memberikan manfaat serta dampak langsung bagi kepentingan masyarakat akan lebih mendapatkan dukungan dan dapat dilaksanakan serta bermanfaat bagi seluruh stake holder, yaitu keadaan bentrok fisik dapat terhindarkan. Secara substansi kebijakan belum dapat diwujudkan, akan tetapi keamanan dan stabilitas sosial dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. 3) Jangkauan Perubahan yang diharapkan: dari kebijakan ini belum sepenuhnya menghasilkan jangkauan perubahan yang berarti. Karena pada sasaran kebijakan (Ahmadiah) hingga kini masih tidak jelas (ngambang cenderung status quo). Isi kebijakan tidak tidak terwujudkan dan yang ada hanya berorientasi pada stabilitas keamanan. 4) Pelaksana pengambilan keputusan: memberikan kendali kebijakan yang melibatkan control pusat (politik dan administratif) diselaraskan dengan Isi kebijakan. Pada persoalan ini telah menggambarkan adanya ketidakjelasan. Apakah sentralisasi atau desentralisasi kewenangan atau tanggung jawab pelaksanaan keputusan. Hal ini menggambarkan ketidakjelasan, apakah pemerintah daerah ataukah pemerintah pusat. Kenyataan ini mendorong pada sikap ragu pada pemerintah Daerah Kuningam. 5) Pelaksanaan Program: Pelaksana program adalah para implementor dengan dukungan elit politik dan akses sumber daya yang memadai dengan dukungan kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengatasi berbagai tuntutan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya maupun dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan telah dilaksankan oleh para pelaksana program. Namun, hingga sekarang hasil yang di peroleh tidak sesuai dengan isi kebijakan.  6) Sumber daya yang tersedia: yaitu meliputi ketersediaan fasilitas fisik maupun menyediakan sumber-sumber keuangan yang berkaitan dengan kebijakan, seperti kelengkapan sarana prasrana. Hal ini, Belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
Context of implementation, yaitu; Kekuasaan, Kepentingan, Aktor yang terlibat: diantaranya adalah pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pada Hakikatnya Pemerintah Pusatlah yang memiliki kekuasaan yang penuh untuk menentukan arah kebijakan, karena pemerintah daerah hanya sebatas melaksanakan secara teknis lapangan. Ciri Kelembagaan dan Rezim: eksistensi pemerintah (sebagai wujud lembaga yang berkuasa/rezim) dalam persoalan ini, pemerintah pusat memegang penuh kekuasaan. Akan tetapi mendorong pada sikap ragu karena dihadapkan pada persoalan politis, administratif, demokratisasi, intervensinya Negara dunia dan HAM. Disisi lain, masyarakat maupun pemerintah tetap mempertahankan kedaulatan, kekuasaan keamanan dan stabilitas social keagamaan tetap melakukan pengawasan, pengendalian dan tindakan, memberi berbagai jenis bantuan, sarana prasarana, untuk tetap menjaga kestabilan keamananan bukan pada tercapaianya tujuan kebijakan SKB. Kepatuhan dan Daya Tanggap dari Pelaksana: pada dasarnya telah mematuhi dan cukup tanggap terhadap kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan kebijakan kerukunan antar umat beragama dalam kaitannya dengan Ahmadiah yang berpedoman pada standard operating procedure (SOP) berdasar SKB nomor 3 tahun 2008 untuk mencegah konflik sosial yang meluas. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana telah konsisten pada teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan bukan pada substansi keberhasilan konten kebijakan.
Strategi pada Implementor kebijakan tentang Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) berdasarkan analisis SWOT, alternatif strategi ada pada kuadran sebelah kanan, yaitu berada pada strategi Diversifikasi. Artinya, berada pada Kuadran Strenght merupakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Kekuatan ini biasanya berupa tersedianya tenga kerja yang memiliki kecakapan teknologi, sarana yang mutakhir serta sistem manajemen yang handal.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi kebijakan SKB nomor 3 tahun 2008 tidak berjalan efektif dikarenakan berkaitan dengan faktor-faktor content of policy dan context of implementation, yaitu: Content of policy. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan SKB tidak berjalan efektif, yaitu dikarenakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak konsisten, tidak tegas dalam penegakan implementasi kebijakan serta telah terjadi pembiasan makna pada isi kebijakan dalam penggunaan istilah pada kalimat “kerukunan beragama”, “penistaan agama Islam” dalam makna intoleransi.

Strategi pada Implementor kebijakan tentang Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) berdasarkan analisis SWOT, alternatif strategi ada pada kuadran sebelah kanan, yaitu berada pada strategi Diversifikasi. Artinya, berada pada Kuadran Strenght merupakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Kekuatan ini biasanya berupa tersedianya tenga kerja yang memiliki kecakapan teknologi, sarana yang mutakhir serta sistem manajemen yang handal.
Temuan dalam penelitian ini, yang paling menentukan dalam Implementasi Kebijakan (SKB), yaitu pada: 
1) Conten of policy bahwa dimensi: Jangkauan perubahan yang diharapkan, Pelaksanaan pengambilan keputusan, Pelaksanaan program dan Sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dan berdasar temuan penelitian di lapangan terdapat faktor: Rasa Keadilan yang juga turut menetukan keefektipan isi dari pelaksanaan kebijakan (Conten of policy implementation).

2) Pada faktor Context of implementation, yaitu bahwa faktor: Kekuasaan, Kepentingan, Aktor yang terlibat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disamping itu, terdapat faktor yang turut menentukan keberhasilan Context of implementation, yaitu dimensi: Kebebasan, yaitu yang berkaitan dengan Hak Azasi Manusia (HAM).

3) Penelitian ini memodifikasi teori implemenasi kebijakan, dari model implementasi kebijakan yang didasarkan pada Dimensi Content of policy dan Conteks of implementation dikembangkan dimodifikasi dengan dilengkapi dimensi Leadership organization. Dalam konteks hasil penelitian ini, maknanya adalah, untuk mengefektifkan implementasi Surat Keputusan Bersama Tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus tentang SKB  nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008) ditentukan oleh: Content of policy, Conteks of implementation dan Leadership organization of policy implementation.
5.2. Saran

5.2.1 Saran Akademik

1. Seyogyanya diperlukan penelitian lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.
2. Diperlukan penelitian tindak lanjut dari hasil implementasi kebijakan SKB nomor 3 tahun 2008  untuk perbaikan program pelaksanaan sebagai bahan masukkan bagi bahan evaluasi dan sebagai bahan untuk perencanaan strategis penanganan persoalan konflik sosial keagamaan di masyarakat.  

3. Semestinya diharapkan Jangkauan perubahan yang diharapkan, Pelaksanaan pengambilan keputusan, Pelaksanaan program dan Sumber daya yang tersedia dapat mentukan  sikap yang jelas perihal kekuasaan atau kewenangan (antara kekuasaan Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Daerah) untuk memutuskan persoalan konflik sosial keagamaan (Ahmadiah) agar tidak terjadi sikap yang ragu dan bias.
4. SKB nomor 3 tahun 2008 dipandang multi tafsir sehingga implementor hanya melaksanakan program berdasarkan pandangan stabilitas keamanan untuk mengatasi konflik fisik bukannya pada pencapaian isi kebijakan. Dengan demikian semestinya dievaluasi pada tataran perencanaan, proses dan tujuan yang diharapkan.

5. Semestinya pemerintah dapat memisahkan antara persoalan politik, administratif dan agama dengan menentukan perbedaan masalah yang terukur dengan ketentuan hukum yang objektif dan tindakan yang tegas.

5.1.1 Saran Praktis

1. Pemerintah Pusat semestinya mengambil alih sepenuhnya secara tegas mengatasi persoalan kebijakan Keputusan Bersama, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung (Studi Kasus Kerukunan beragama) di Kabupaten terkait dengan kasus Ahmadiah.
2. Pemerintah Pusat agar dukungan sepenuhnya secara politis, administratif dan hukum dengan kelengkapan  sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan timbul keyakinan, percaya diri dan sikap tegas dalam mewujudkan tujuan kebijakan. 

3. Agar integritas nasional tetap terjaga dan kehidupan beragama tetap terpelihara, maka kejelasan isi kebijakan harus nampak jelas berdasarkan pada Falsafah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan peraturan yang  berlaku dengan melaksanakan tindakan hukum yang tegas sebagai landasan untuk mengatasi persoalan konflik sosial keagamaan.

4. Untuk terwujudnya keberhasilan kebijakan, semestinya Pemerintah Daerah maupun pusat melakukan penelitian terlebih dahulu, agar mengetahui kekuatan, kelemahan, sehingga persoalan Ahmadiah dapat teratasi.

5. Agar kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat, perlu  diperhatikan pemahaman content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks kebijakan) serta perlu memperhatikan maksud tujuan, metode dan strategi pelaksanaan agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

6. Disarankan SKB nomor 3 tahun 2008 tentang Perintah dan larangan terhadap JAI (Jamaah Ahmadiah Indonesia) semestinya status SKB ditingkatkan statusnya menjadi Keputusan Presiden (Kepres) atau menjadi Undang-Undang. 
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